Menyetujui Ranperda LPP-APBD, DPRD Kepri Soroti Retribusi yang Tak
Maksimal
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lustrasi: Hariankepri.com

Tanjungpinang (HAKA) — Pemerintah Provinsi Kepri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kepri, menggelar rapat paripurna di Aula Wan Seri Beni Dompak pada Rabu
(26/6/2024. Rapat tersebut membahas finalisasi Badan Anggaran DPRD Kepri terhadap
rancangan peraturan daerah (Ranperda), tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP-APBD) Tahun 2023, serta persetujuannya
menjadi peraturan daerah.

Wakil Ketua Il DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono, menyampaikan beberapa catatan. Di
antaranya, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Kepri telah meraih WTP dari BPK sejak
tahun 2010 hingga 2023, pencapaian ini patut diapresiasi sebagai acuan penting dalam
pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujar Raden

Selain itu, DPRD Kepri juga mengapresiasi kinerja optimal Pemerintah Provinsi Kepri dalam
pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 dengan capaian realisasi mencapai 101,6 persen atau
sekitar Rp 4,1 triliun. “Meskipun demikian, saya juga menyoroti bahwa pendapatan asli daerah
masih didominasi oleh pajak kendaraan dan retribusi daerah yang belum optimal,” tuturnya.
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Lebih lanjut, ia menekankan, perlunya peningkatan pendapatan dari retribusi dengan peningkatan
kualitas aparatur pelaksana, pelayanan, dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad, mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak
yang membahas Ranperda, sehingga berhasil disetujui dan dijadikan Peraturan Daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kepri yang telah memberikan
masukan dan tanggapan sehingga Ranperda LPP-APBD dapat disetujui menjadi Perda,” jelasnya.
Rapat paripurna ini ditutup dengan penandatanganan berita acara serta serah terima cendera mata
dari DPRD kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Sumber Berita: https://hariankepri.com/, Menyetujui Ranperda LPP-APBD, DPRD Kepri Soroti
Retribusi Yang Tak Maksimal, 26 Juni 2024”

Catatan:

» Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah:
a. Pasal 1:

1. Avyat (11) Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

2. Ayat (13) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan;

3. Ayat (20) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

4. Ayat (21) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan olen Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

» Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
a. Pasal 1:
1. Ayat (35) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Ayat (13) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan;
b. Pasal 285 ayat (1) Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:
1. Pendapatan asli Daerah meliputi:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
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3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
c. Pasal 325:

1. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang
telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3
(tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
dievaluasi;

2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan
peundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

3. Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah
dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan;

4. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada
bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima;

5. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangana yang lebih tinggi dan
kepentingan umum, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi
Perda Kabupaten/Kota;

6. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima;

7. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan
bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Ksabupaten/Kota tentang pajak
daerah dan retribusi daerah menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagaian isi Perda Kabupaten/Kota
dimaksud;

8. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasli rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahakn bidang keuangan paling
lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Kepulauan Riau



